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ABSTRAK

Nurul Azhalia, 2020. “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”. Skripsi Program Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Pembimbing (II)
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Skripsi ini membahas tentang Penelantaran Anak dalam Perspektif
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adapun yang
menjadi permasalahan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan Umum
Penelantaran Anak Bisa Terjadi? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan
UU No. 17 tahun 2016 terhadap Penelantaran Anak? 3) Bagaimana Sanksi
terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?. jenis penelitian
yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: 1) tinjauan umum penelantaran anak bisa terjadi karena
faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor perceraian, kelahiran anak di
luar nikah, faktor permasalahan jiwa atau psikologis dan terjadinya kekerasan
atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap
Penelantaran Anak yaitu Penelantaran anak apapun itu alasanya adalah hal
yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di
Negara. 3) Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam
dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu
Dalam hukum Islam telah diatur bahwa tindak pidana penelantaran anak yaitu
jarimah ta’zir, sedangkan dalam UU RI No. 17 tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 76B dengan sanksi pada pasal
77B.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, penelantaran Anak, Pidana, dan Sanksi Pidana
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama

Islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia

yang beragama Islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbe da

orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak.

Anak merupakan “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang

telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam “cek kosong” yang orang tuanya

diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah tidak terbatas, melainkan

sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada

Tuhan disertai “lampiran” pertanggungjawabannya.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala

kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi

kewajiban kita semua. Islam memberikan perhatian khusus dan serius terhadap

anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.

Kewajiban menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak

berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan

bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan,

mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena

anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebagai negara
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bahkan dunia Internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.

Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. di sinilah peran agama,

dalam hal ini Islam perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagaian besar masyarakat

kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan poin

pembahasannya meliputi, bagaimana Islam memandang seorang anak, apa saja

hak-hak anak atas orang tuanya, dan bagaimana seharusnya perlindungan anak

menurut sudut pandang Islam. 1

Di dalam Islam Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat

dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum

mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk

pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh

sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka

diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Penelantaran Anak Bisa Terjadi?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islamdaan UU Nomor 17 Tahun 2016

terhadap Penelantaran Anak?

3. Bagaimana Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum

Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Anak?

1 Muhammad Zaki, Jurnal, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, ASAS, Vol. 6, No. 2,
2014, 1-2
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, dapat dipaparkan pada permasalahan

yang ada maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Umum Penelantaran Anak Bisa Terjadi.

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Penelantaran Anak.

3. Untuk mengetahui Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bias menjadi masukan bagi Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata

Negara untuk menjadi acuan dalam memahami bagaimana

penelantaran terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran untuk

kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh

sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti: memperoleh pengalaman terkait  penelantaran terhadap

anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan meningkatkan budaya

berkarya menciptakan karya tulis lainnya.

b. Bagi pemerintah: untuk membantu dalam penelantaran terhadap anak

dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2016 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia kedepannya.

c. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk

membangun ilmu pengetahuan dan dapat dilakukan pengadaptasian

pada materi lain.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi

penelitian yang pernah dilakukan, Beberapa penelitian yang terdahulu tersebut

diantaranya adalah:

1. Penelitian yang  dilakukan oleh Esterina Fransi Rompas pada tahun 2017,

dengan judul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak

menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2 Penelitian ini menggunakan

penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data yang di dapatkan

dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan

2Esterina Fransi Rompas, Jurnal, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran
Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
Vol.v, No.2, Mar-Apr, 2007,
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dan lain-lainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam

pembahasan skripsi ini , penulisnya memaparkan tentang pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku penelantaran anak. Perbedaan dengan skripsi ini adalah

pokok pembahasan pada skripsi Esterina Fransi Rompas di fokuskan pada

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut UU

tentang perlindungan anak sedangkan skripsi ini pembahasan di fokuskan pada

penelantaran terhadap anak menurut hukum Islam dan UU Tentang perlindungan

anak.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Sunandar N 2017, dengan judul

“Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di kaluku Bodoa Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.3

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan

mencari fakta menggunakan interprestasi yang tepat untuk menyelidiki suatu

fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian tersebut mengkaji

tentang bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan UU tentang

perlindungan anak. Sedangkan skripsi ini pembahasan di fokuskan pada

penelantaran terhadap anak menurut hukum Islam dan UU Tentang perlindungan

anak.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Rusmawati Dg. Patompo, dengan

judul “Perlindungan Anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang perlindungan Hukum (Telaah krisis anak korban

3 Sunandar N, Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi Sarjana Hukum,
(Makassar: UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).



6

kekerasan)”. 4 Penelitian ini menggunakan peneltian lapangan yang terjun

langsung untuk melihat dan menelaah langsung maraknya korban kekerasan anak.

Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan anak menurut UU serta

menelaah krisis anak korban kekerasan yang sering terjadi di Indonesia.

4. Penelitian yang diilakukan oleh Ahmad Rosyadi pada Taahun 2016,

dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Perspektiif Hukum

Islam dan Positf”.5 Penelitian ini menggunakan  2 pendekatan yaitu normative dan

sosiologis yaitu  kepustkaan dan penelitian yang mencari fakta mengunakan

interprestasi  yang tepat menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.

Dalam skripsi Ahmad Rasyid mengkajii hukum  islam dan hukum positif terhadap

fenomena sosial yang  sering terjadi yaitu penelantaran  anak, sedangkan dalam

skripsi ini  pembahasan di fokuskan pada penelantaran terhadap anak menurut

hukum Islam dan UU tentang perlindungan anak.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa perbedaan antara judul yang diangkat oleh peneliti dengan penelitian yang

diatas. Penelitian pertama merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku penelantaran anak Penelitian kedua merupakan meninjau bagaimana

penelantaran anak yang ada di daerah Kaluku Bodoa dan penelitian ketiga

merupakan menelaah krisis anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang

dilakukan penulis merupakan penelantaran anak dalam perspektif hukum Islam

dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo undang-undang Nomor 17 tahun

4 Rusmawati Dg. Patompo, Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 (Telaah Kritis Anak Korban Kekerasan), Skripsi, (Palopo: STAIN
Palopo, 2010)

5 Ahmad Rosyadi, perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektf hukum islam dan
positif, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2016).
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2016. Adapun persamaan ketiga penelitian diatas dengan penulis yaitu fokus

penelitiannya sama-sama membahas tentang penelantaran anak dan menggunakan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang nomor 17 tahun 2016.

Perbedaan ketiga penelitian dengan penelitian ini yaitu terletak pada

penjelasannya yang lebih efesien dan mengambil pendapat dari beberapa ulama

Imam Mahzab tentang hukum pidana dan sebagian pengertian-pengertian yang

ada dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat

serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Dalam hal ini hukum

yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis sebagai

dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam

menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini

berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya :

1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan agama Islam dan norma-norma

agama yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Hadis dan penulis
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menggunakan Al-Qur’an dan Hadis, sebagaimana larangan penelantaran anak

yang telah tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadis.

2) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu

perundang-undangan yang tentunya berkaitan dalam pembahasan penelitian

dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian

dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalan

penelitiannya.6

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan

(library reseach. Dalam metode ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung

tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu

mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya

tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konteks penelitian

ini. Hasil kajian dan analisa ini dikuti secara langsung maupun tidak langsung

yang selanjutnya dilakukan dan dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang digunakan adalah

sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian sebagai sumber informasi yang dicari atau Data yang diperoleh peneliti

6Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder, (Ed.
Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2



9

secara langsung.7 Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum

pidana Indonesia yang berupa KUHP maupun perundang-undangan hukum pidana

di luar KUHP yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang

berupa Al-Qur’an dan Hadis, Ensiklopedi dan buku-buku lainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam studi ini data

sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi

serta interpretasi buku dari sumber data primer. Dalam hal ini sumber data

sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai

penegakan hukum Islam dan hukum positif dan sumber-sumber yang relevan

dengan penelitian ini.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

1) Editing, proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan

untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.

2) Codeting, melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiap-tiap

indikator yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan identitas

pada saat dianalisis.

7 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 ), 91
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3) Pengorganisasian, suatu proses untuk merancang struktur formal,

mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan

diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efesien.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan

menggunakan analsis deskriftif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan

teknik induktif, deduktif, dan komparatif.

1) Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus

untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

2) Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan

dari beberapa Buku tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu

kesimpulan.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul

“penelantaran terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”.Maka secara

ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variable yang dikaji:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung. Hal (perbuatan dan sebagainya)

memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara,

proses, dan perbuatan melindungi.
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2. Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang

belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan

keturunan kedua, di mana kata”anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang

dewasa adalah anak  dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

3. Tindak pidana penelantaran

a. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

barangsiapa melanggar larangan tersebut.8

b. Penelantaran

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara,

terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umunya dilakukan

dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan

perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau

pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung,

dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan

anak.

4. Hukum positif dan hukum Islam

Hukum positif atau biasa disebut ius positum (hukum yang berlaku saat

ini) adalah hukum yang dibuat manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu

8 Ismu Gunadi dan Janaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Ed. Pertama,
Cet. 1, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, 37
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tindakan, juga sebagai penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu dan

kelompok.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah didasarkan pada wahyu Allah

swt. Dan Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani

kewajiban) yang diakui dan diyakini.

5. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yang

artinya adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dali hukum yang terperinci

dari Al-qur’an dan Hadis.9

9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)  1
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BAB II

TINJAUAN UMUM PENELANTARAN ANAK

A. Pengertian Penelantaran Anak

1. Penelantaran

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara,

terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umunya dilakukan

dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan

perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau

pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung,

dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan

anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak

mempertihatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak,

seperti membiarkan anak kegemukan (obesitas).

Pada kasus penelantaran anak, kita akan menemukan kekurangan gizi

tanpa ada dasar organiknya, kekurangan cairan atau dehidrasi, luka atau penyakit

yang dibiarkan tidak diobati, tidak mendapat imunisasi dasar.10 Oleh karena itu,

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun

pangan, dari anak dilahirkan mulai dari penyusuan hingga ia tumbuh dewasa itu

merupakan tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam

Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2: 233 yaitu:

10 Farhan, Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan anak, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 37-39
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                 
Terjemahnya:

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.…”11

Isi dari kandungan ayat ini menurut Ibnu Katsir, bahwa ini adalah

bimbingan dari Allah swt. Bagi para Ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya

dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan stelah itu tidak ada lagi penyusuan.

kebanyakan para Imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyususan yang

kurang dari dua yahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun

masih menyususi, maka yang demikian itu tidak diharamkan.12

2. Pengertian Anak

Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan

kedua, sedangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia

Tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

manusia seutuhnya.

Pengertian anak dalam konteks manusia dapat disamakan dengan

keturunan manusia. Jika dalam konteks yang lebih luas, anak adalah mahkluk

hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna

meneruskan kehidupan selanjutnya.

11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim Publishing dan
Distributing, 2014), 37

12 Untung Sugiyarto, tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Baqarah ayat 233, 27 April 2015,
https://alquranmulia. Wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-ktasir-surat-al-baqarah-ayat-233/,
18 Maret 2020
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Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang

belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan

keturunan kedua, di mana kata ”anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut Psikologi anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa

bayi hingga batas usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan

periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah

dasar.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997

menyebutkan bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan  belas)

daan belum pernah kawin”. 13 Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014

tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun,

termasuk yang masih berada  dalam kandungan. Dalam bahasa arab, anak disebut

sebagai al-thifl yang berarti lunak atau lembut. Itulah sebabnya, anak dianggab

sebagai sesuatu yang sangat rentan (fragile), yakni gampang pecah dan patah

kalau berbenturan dengan suatu benda keras. Hal yang sama juga dikatakan oleh

Imam Al-Ishafani dalam kitabnya Mufradat Al-Qur’an, dia menulis bahwa anak

disebut sebagaial-thifl, karena ia empuk dan lunak. Hal ini sesuai dengan Hadis

riwayat Ibnu majah nomor 3665 yaitu:

13 Santhos Wachjoe Prijambodo, Bunga Rampai Hukum Dan Filsaafat di Indonesia, 43-41
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ثُ  ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ عُمَارَةَ أخَْبرََنيِ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَالكٍِ یحَُدِّ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أكَْرِمُوا  ِ صَلَّى اللهَّ دَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبھَمُأوَْلاَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan
kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-
anak kalian dan perbaikilah ahklak mereka."14

Dalam penjelasan Hadis tersebut yaitu perintah untuk memuliakan anak

dan memperbaiki tingkah laku mereka baik itu dengan ajaran orang tua maupun di

lingkungan sekolah.

Dalam pengertian khusus menurut ajaran Islam, anak adalah generasi

penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian

lebih luas, anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinan di

Bidang keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat

dan dididik dalam keluarga dengan sabaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama,

bangsa dan Negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh sebab itu anak

harus dijaga dan dilindungi, sebagai orang tua kewajibannya kepada anak sangat

banyak seperti memberikan hak-haknya bukan untuk ditelantarkan, dibunuh,

ataupun tindak kekerasan lainnya karna berbagai faktor seperti faktor ekonomi.

Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al An’am/6: 151

yaitu:

14 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, Sunan Ibnu Majah, Adab, Juz. 2, 1208, No.
3665, ( Darul Fikri/ Bairut – Libanon,1981 M)
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          
Terjemahnya:

“…dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka…”15

Maksud dari ayat tersebut adalah janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa

yang diharamkan Allah dan rawatlah anak-anakmu walaupun engkau miskin

karna Allah swt. Telah menjamin Rezki masing-masing orang.

3. Penelantaran Anak

Penelantaran menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan

menelantarkan, yang merupakan kata kerja dari terlantar yaitu terhantar terletak

tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), tidak terpelihara,

tidak terawatt, tidak terurus, dan tidak terbengkalai dan terselesaikan. Sedangkan

menurut istilah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang

dalam rumah tangga.

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara,

terbengkalai, tidak terurus. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif,

yaitu seg ala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun

sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab

gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai kebutuhan

memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyadiakan

makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk

15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 147
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mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau

membawa anak ke dokter). Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana

orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-

hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban

pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak

seimbangan dalam tanggungjawab anggota masyarakat semacam ini, manusia

tidak dilindungi secara baik. Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia

sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang

tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang RI

Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang

perlindungan anak.

a. Penelantaran anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam penelantaran anak yaitu tindakan yang tidak

dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagaii tindak pidana yang

berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum, berdasarkan pada hukum ta’zir

yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan pada kebijaksanaan pihak

penguasa atau hakim.

b. Penelantaran anak menurut hukum positif

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum

yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 17 tahun 2016

tentang perlindungan anak.16

Contoh Studi kasus tindak pidana penelantaran yang terjadi pada anak

dibawah umur, yang ditelantarkan orang tuanya dan membutuhkan perlindungan

hukum yaitu LA (10), CK (10), D (8), A (5), DI (4) yang bertempat tinggal

disebuah perumahan Citra Grand, Cibubur. Mereka merupakan korban

penelantaran anak yang dilakukan orang tuanya  yaitu ayahnya Utomo Perbowo

(45) yang merupakan dosen STT Muhammdiyah di Cileungsi, Bogor. Sedangkan

Ibunya  Nurindra (42) seoarfng Ibu rumah tangga. Pada awalnya Tim unit 1

Subdit kejahatan dan kekerasan  (jatanras) didampingi KPAI mendobrak 1 rumah

di Cluster Nusa Blok E nomor 37 perumahan Citra Gran Cibubur pada kamis 14

me 2015.  Hal ini sstelah polisi mebaca sebuah postingan seseorang mengenai

bocah berumur 8 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya dengan tidak

mengizinkan anak tersebut masuk ke rumah selama sebulan. Anak tersebut hanya

tidur di pos ronda dan mendapatkan makanan hanya dari tetangga saja. Saat

menggeledah rumah pasangan suami istri tersebut polisi mendapati 4 anak

perempuan dalam kondisi yang sangat buruk, seperti anak yang kekurangan gizi

dan tertekan. Saat polisi dan KPAI  hendak mengamankan ke 5 anak tersebut,

ayah korban mencoba menghalang-halangi para petugas beliau bersikeras bahwa

ia berhak melakukan perbuatan tersebut karna ia merupakan ayah kandung ke 5

anak tersebut dan beralaasan bahwa itu merupakan cara ia mendidik anak-

16 Siti Munawaroh, Studi Komparasi antara UU NO. 23 tahun 2002 dan hukum Islam tentang
penelantaran anak dalam rumah tangga, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, 2014)
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anaknya. Keduanya pun dbawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai

saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan di dalam kamar kedua

pelaku, keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus yaitu penelantaran

anak dan kaasus kepemilikan narkoba dan telah diserahkan ke Direktorat

Narkotika, dari hasil pemeriksaan ke lima anak yang  ditelantarkan mengalami

gizi  buruk, selain itu ada bekas  dikaki anak D (8) yang menunjukkan bahwa luka

itu akibat pukulan benda tumpul. Dua hal tersebut dianggab sebagai kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), oleh penyidik. Dengan ditetapkannya Tomo dan

Nuri sebagai tersangka dengan diijerat pasal berlapis yaitu berdasarkan pasal 76C

yang membahas tentang penganiayaan anak dan pasal 80 yaitu sanksi bagi orang

yang melanggar  pasal diatas (kekerasan/penganiayaan) undang-undang Nomor 17

tahun 2016  jo undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Komisi Nasional perlindungan anak (Komnas anak) mencatat jenis

kejahatan anak di Indonesia dari januari hingga april 2019 masih tertinggi. Namun

diperoleh dari data bahwa pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan fisik,

psikis, dan seksual. Namun data anak yang ditelantarkan dari tahun 2014 dicatat

1,2 juta anak berumur dibawah 5 tahun hingga meningkat pada tahun 2019 yaitu

terbanyak 2,9 juta anak terlantar dan 2,3 juta anak di Indonesia putus sekolah,

dimana komisioner Komisi Nasional Perlindungan anak Indonesia (KPAI)

menjelaskan penyebab penelantaran anak  yaitu pengasuhan yang salah,
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kemiskinan, konflik keluarga dan ketidak pedulian orang tua terhadap hakhak

anak.17

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia telah tidak memiliki

salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena

suatu sebab tidak terpenuhi kebetuhan dasarnya secara wajar, baik rohani,

jasmani, maupun sosial. Terlantar dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh

secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk

memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian,

ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.18

Anak diciptakan ke muka bumi hanya sebagai ujian bagi orang tua nya untuk itu,

sebagai orang tua merawat dan menjaga anaknya. Sebagaimana Allah swt

menjelaskan dalam Al-Qur’an surah At-Taghabun/64: 15 yaitu:

              
Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di
sisi Allah-lah pahala yang besar”.19

Maksud dari ayat diatas yaitu tidaklah harta dan anak-anak adalah ujian

bagi kalian, dan di sisi Allah swt. Dan pahala besar bagi siapa yang

mengedepankan ketaatan kepada Allah atas ketaatan kepada selain Allah.

17 Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), Data perlindungan anak tindak kejahatan
penelantaran di Indonesia, Https://Bankdata.KPAI.Go.Id, Dipublikasikan pada tahun 2020,
Diakses pada tanggal 22 juli 2020.

18 Farhan, Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan anak, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 39-40

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 557
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Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya

adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan

apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan

keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan  harapan  agama dan

bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu,

hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya

menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan

agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-

anaknya menjadi generasi yang lemah. 20 Sebagaimana Allah swt menjelaskan

dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4: 9 yaitu:

               
     

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar.”

20 Sunandar N, Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlundungan Anak, Skripsi, (Makassar:
UIN Alauddin Makassar, 2017), 20
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B. Faktor –Faktor Terjadinya Penelantaran Anak

Sejumlah studi telah membuktikan bahwa disekitar kita masih banyak

praktik budaya yang merugikan anak baik merugikan secara fisik maupun

emosional. Ada ketentuan terlazim dalam masyarakat, misalnya dalam praktik

pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak

praktik-praktik lain yang merugikan anak yang berlindung atas nama adat-budaya.

Penelitian Mustain: pada tahun 1997 membuktikan bahwa banyak praktik-praktik

kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dan anak. Dikemukakan Mustain

bahwa yang paling sering menjadi sasaran kemarahan dan kejengkelan oranng tua

(ayah) adalah anak-anak. Jika sang ayah sedang marah tidak jarang ditendang atau

ditempeleng. Yang menarik hampir tidak ada reaksi berarti dari orang lain

(tetangga) terhadap perlakuan kasar dan keras tersebut.

Sementra itu, menurut Lestari Basoeki di luar faktor budaya beberapa

faktor penyebab lain mengapa banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran

anak diantaranya:

1. Orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan

pendidikan tersebut kepada anak-anaknya.

2. Kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan

dengan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik

terhadap anak.

3. Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari linkungan sekitar,

tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah
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perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan

terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.21

Sejumlah studi juga menemukan bahwa ganggguan mental pada

orangtua biasa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan

atau penelantaran anak karena proses berpikir atau keputusan-keputusan orang tua

menjadi terganggu. Orang tua yang Psikotik (gila) atau mengalami gangguan

kepribadian yang parah mungkin memandang anaknya jelek atau anak dinilai

mencoba membuat dia menjadi gila. Beberapa karakteristik yang potensial

malakukan tindak kekerasan dan penelantaran kepada anak-anaknya, yaitu:

“orangtua yang agresif dan implusif, orangtua tunggal, orangtua muda, terjadi
gangguan dalam perkawinan seperti perceraian, konflik Dalam keluarga:
misalnnya dengan mertua, keluarga yang memiliki banyak anak, orang tua yang
kecanduan obat atau alkohol, keluarga di daerah baru tanpa teman, dan orang tua
yang kurang pendidikan” (Basoeki, 1999).

Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati masalah dari

Malaysia, yakni  Siti Fatimah mengungkapkan setidaknya terdapat enak kondisi

yang mejadi faktor pendorong terjadinya kekerasan, penelantaran atau

pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak, yaitu:

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali

membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang padaa gilirannya

menimbulkan kekerasan dan penelantaran anak.  Hal ini biasannya terjadi

pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika

finansial keluarga yang  memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi

21 Bagong Suyanto, Sosiologi Anak, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), 24-25
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dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan

kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian,

pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat

memengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan

terhadap anak-anak.

2. Masalah keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya

hubungan orangtua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup

melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai

pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya

terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan

tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya

kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak. Bagi para orangtua yang

memiliki anak bermasalah seperti: cacat fisik atau mental (idiot) acap kali

kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga dan mengasuh

anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran

anak-anak tersebut dan tidak jarang orangtua menjadi kecewa dan merasa

frustasi.

3. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika

kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih

sayang, pemberi nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan

dirasakan oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan

tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.
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4. Kelahiran anak di luar nikah, tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di

luar nikah menimbulkan masalah di antaran kedua orangtua anak. Belum

lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya, anak

akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak

merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau

disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil

dan bentuk kekerasan dan penelantaran lainnya.

5. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis, dalam berbagai kajian

psikologis disebutkan bahwa orangtua yan melakukan tindak kekerasan,

penganiayaan ataupun penelantaran terhadap anak adalah mereka yang

memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi

kecemasan (anxiety) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres.

Secara tipologis, ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut,

diantaranya ada perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak

realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya, dan kurangnya

pengetahuan tentang cara mengasuh anak yang baik.

6. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak yaitu

tidan memilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.22

C. Hak-Hak Anak Dalam Perlindungan Anak

Di antara landasan yuridis tentang perlindungan anak adalah konvensi

hak  anak (KHA). Konvensi hak anak merupakan Instrumen Internasional dalam

penyelenggaraan perlindungan anak. Terdapat perbedaan antara konvensi hak

22 Bagong Suyanto, Sosiologi Anak, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), 26



27

anak dan undang-undang perlindungan anak. Ini menjadi ciri khas dari peraturan

perlindungan anak di Indonesia. Perbedaan tersebut terdapat dalam tiga pasal,

yaitu pasal tentang kewajiban anak, pasal tentang sanksi untuk pelanggaran, dan

yang terakhir adalah pasal perbedaan pendefenisian anak.

Pada 1959 majelis umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan

mengenai hak anak yang merupakan deklarasi Internasional kedua bagi hak anak.

Tahun 1979 saat dicanangkannya tahun anak Internasional, pemerintah Polandia

mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar

Internasioanl bagi pengakuan terhadap hak-hak  anak dan mengikat secara yuridis.

Konvensi hak-hak anak (convetion on the rights of the child) telah

disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai ditegaskan mempunyai

kekuatan memaksa (entered in to force), pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi hak-hak anak disahkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap anak, dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Perlindungan hak-

hak anak diwujudkan sebagai gerakan global Negara-negara di seluruh dunia

dengan mengesahkan konvensi hak-hak anak sebagai bagian dari hukum nasiaonal

Negara tersebut.

Konvensi hak-hak anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang

majelis umum (General Assembly) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan

dalam resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Berdasarkan materi

hukum yang tercakup dalam konvensi hak-hak anak.
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Konvensi hak-hak anak terdiri 54 pasal yang berdasarkan materi

hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak

anak oleh Negara peserta yang meratifikasi konvensi hak-hak anak. Materi hukum

mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak dapat dikelompokkan

dalam empat kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival Rights), yaitu hak-hak anak dalam

konvensi hak-hak anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan

mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the

higest standart of health and medical care attainable).

2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam

konvensi hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi,

perlindungan dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi

anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam

konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendiidikan (forman dan

nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi

perkembagan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam

konvensi hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat

dalam segala hal yang memengaruhi anak.23

1. Perlindungan Hak Asasi Anak

23 Mardi Candra, Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Ed. 1, Cet. 1,
(Jakarta Timur: Kencana, 2018), 82-87
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Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi

manusia. HAM merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan

martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat

efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. HAM juga dapat diartikan

sebagai alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas

mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Sejak

kemunculannya sampai hari ini, HAM telah mengalami perkembangan dan

perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi HAM.

Hak asasi merupakan hak pokok atau hak dasar, hak yang menjadi dasar

dari hak-hak lainnya. Hak asasi juga biasa diartikan sebagai kebutuhan yang

bersifat mendasar dari umat manusia. Perihal hak asasi anak, maka dapat

dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar dari

anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi anak, perlu diusahakan suatu

kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan

sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara

dan bermasyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia termasuk hak asasi anak,

perlu mendapat perlindungan.

Berdasarkan KHA (konvensi hak anak), ada empat kategori hak-hak

anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (the rights to survival), hak untuk

tumbuh kembang (the rights to develop), hak untuk perlindungan (the right to

protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation). Memberikan

hak- hak anak ini, tentunya termasuk juga terhadap hak anak yang berhadapan

dengan hukum. Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
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perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan

terpenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah

(pasal 1 ayat 12). Khusus hak anak pelaku tindak pidana, diatur bahwa setiap

berhak memperoleh perlindungan dari sasaran untuk mencapai tujuan sistem.24

1. Hak-Hak Anak

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua

wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orang

tua tehadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman

dikarenakan menyia-nyiakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

a. Hak Untuk Hidup

Hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup,

tidak boleh seorang pun membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap

seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh Indonesia. Oleh karena itu

terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimana pun juga untuk mencabut

nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-

olah ia telah membunuh seluruh manusia. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh

ummat manusia, Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-An’am/6: 151

yaitu:

         
24Beniharmoni Harefa, kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Cet. 1, (Yogyakarta:
Deepublish CV Budi Utama, 2019), 153-157
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Terjemahnya

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”.25

Maksud dari ayat tersebut adalah janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa

yang diharamkan Allah dan rawatlah anak-anakmu walaupun engkau miskin

karna Allah swt. Telah menjamin Rezki masing-masing orang.

2. Hak  Mendapat Nama yang Baik

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya

pendidikan terhadap anak-anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang

anak adalah sebuah do’a. dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita

berperilaku baik sesuai dengan namanya.

3. Hak Disembelih Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya aadalah memutus atau

memotong namun, dalam peristilahan syar’i, aqiqah adalah menyembelih

kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya. Daging

domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke

rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat.

4. Hak Untuk Mendapatkan ASI (dua tahun)

Allah swt. Memberi kesempatan kepada Ibu seorang anak untuk

menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dua tahun selama ada

alasan yang dibenarkan.

5. Hak Makan dan Minum yang  Baik

25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, 148
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Allah swt. Telah menjelaskan untuk menyuruh kita hanya memakan

makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang

dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika

dan lainnya.

6. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah

kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan

mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki-

laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon ibu rumah tangga yang bakal menjadi

madrasah pertama bagi anak-anaknya.

7. Hak mendapat kasih sayang

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya

materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan segalanya. Tapi yang lebih

dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua

orang tua.26

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak

anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti tertuang

dalam keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990,

yang  merupakan Ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention

on the rights of the child). Dalam pemenuhan hak-hak anak telah diatur dalam UU

No. 17 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

perlindungan anak sebagai berikut:

26 Imran Siswandi, perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, Jurnal, Vol. XI,
No. 2, Sept-Jan 2011, 4-9
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1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh

oleh orang tuanya sendiri.

5. Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut

berhak di asuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.

7. Setiap anak berhak memeperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan

bakatnya.

8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga

berhak mendapatkan pendidikan khusus.

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
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usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan

kepatutan.

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul

dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi dan berkreasi sesuai dengan

minat, bakat, dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri.

11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan

sosial, dan pemeliharaan taraf kesehjateraan sosial.

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

manapun yan bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

perlindungan dari perlakuann diskriminasi, eksploitasi, baaik ekonomi

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir.

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan

dalam kegiataan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam

kerusuhan sosial, pelibatan dalam peris

15. tiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.27

Dalam UU 35 tahun 2014 yang telah dipaparkan diatas, telah dijelaskan

mengenai hak-hak anak dari lahir hingga dewasa.

27 Mohammad Fadhilah  Zein, Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi, Cet.
1,(Perpustakaan Nsional: Katalog  dalam Terbitan, 2017, 19-23
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D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan anak didalam undang-undang perlindungan anak diartikan

sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pada dasarnya anak harus

dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap

seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu: orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan Negara.

Selain perlindungan anak dalam instrument hukum Internasional, dalaam

hukum positif Indonesia juga diatur ketentuan tentang perlindungan anak yang

sebagian besar merupakan Implementasi dari instrument hukum Internasional

yang mengatur berbagai bidang atau aspek diatas.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum

pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila,

haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warganya, karena itu

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak

asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial

dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan
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demi mencapai kesehjateraan bersama.28 Adapun perlindungan anak tertera pada

Undang-undang nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

pasal 23 ayat 1 dan 2 bahwa:

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin Perlindungan,
pemeliharaan, dan kesehjateraan anak dengan memerhatikan hak dan
kewajiban orang tuanya, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung
jawab terhadap anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan
Perlindungan Anak.29

Dari pasal Pasal yang telah dijelaskan diatas bahwa Tujuan perlindungan

hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia,

dan sejahtera.

28 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah
Umur, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta Timut: Kencana, 2018), 228-229

29 Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO. 23/2002 & UU
RI NO.35/2014, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 19-20
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BAB III

Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 tahun

2016 terhadap Penelantaran Anak

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak

Penelantaran anak apapun itu alasanya adalah hal yang dilarang baik itu

secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Seorang Tabi’in,

Qatadah menafsirkan bahwa “engkau perintahkan manusia untuk taat kepada

Allah swt. Dan melarang mereka durhaka kepada-nya. Engkau tegaskan mereka

untuk mematuhi perintah Allah, membantu mereka untuk menjalakannya. Apabila

mereka berbuat hal-hal maksiat, maka peringatkan dan cegah mereka”. Orangtua

mempunyai 3 peran terhadap anak menurut Zakiyah Drajat dkk yaitu merawat

tumbuh kembang anak, membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan

lingkungannya serta merawat psikologis dan emosional anak. Kewajiban orang

tua terhadap anak adalah:

1. Menyediakan hidup yang baik

2. Menerima nama yang baik

3. Disembelihkan aqiqahnya

4. ASI selama 2 tahun

5. Menyediakan makan, minum, pakaian, pendidikan, agama, akhlah,

pengajaran Al-Quran

6. Kesehatan yang baik
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7. Memberikan kasih sayang, keamanan dan perlindungan

Orang tua hendaknya menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya

supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan

memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan

anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah. 30 Sebagaimana

Yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4: 9 yaitu dalam Islam bahwa

menganjurkan kita untuk memperhatikan nasib anak-anak yang lemah. Dan

hendaklah kita takut kepada Allah swt dan jangan khawatir mengenai kesehjatraan

mereka lantaran mereka tidak terurus dan lemah. Dan hendaknya kita bertakwa

kepada Allah swt.

Orang tua berkewajiban menjaga, mendidik dan memelihara agar anak

dapat memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan

malah menelantarkannya. Anak yang ditelantarkan akan menjadi pengemis,

gelandangan, pengangguaran yang berdampak pada kenakalan remaja.

Perkembangan fisik dan emosional pun menjadi tidak normal, anak mengalami

gangguan bahasa dan sosial, tidak tegas, sering bolos sekolah serta penampilannya

tidak terawat.31

30 Sunandar N, Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlundungan Anak, Skripsi, (Makassar:
UIN Alauddin Makassar, 2017), 20

31 Khanza Safitra, Hukum Menelantarkan Anak Dalam Islam, https://dalamislam.com/hukum-
islam/hukum-menelantarkan-anak-dalam-islam, dipublikasikan 2018, diakses pada tanggal 10
maret 2020
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1. Penelantaran anak di masa Rasulullah

Penelantaran anak juga sering disebabkan oleh tidak adanya perhatian

para keluarga dan tidak sanggup menanggungnya. Munngkin saja disebabkan

karena keluarga sedang menghadapi masalah keuangan atau karena faktor

bencana alam. Maka dalam hal ini yang memberikan nafkah adalah tanggung

jawab seluruh Negara Islam. Nabi Muhammad SAW, “siapa saja yang

meninggalkan harta untuk warisannya, dan siapa saja yang meninggalkan orang

yang lemah yang tidak punya anak-anak dan orang tua, maka mereka menjadi

kewajiban kamu.”

Selain sebagai Nabi, Rasulullah SAW juga menjadi pemimpin Darulah

Islamiyah. Nafkah sang anak akan di bebankan  ke Negara Islam yang diambil

dari kas Negara (baitul maal) pada pos Zakat. Jika dana ini habis, maka diambil

dari dana pos lain. Apabila dalam kas Negara, juga sudah habis hartanya, maka

kewajiban menyelamatkan anak terlantar akan dibebankan kepada orang-orang

kaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Adz-Dzariyat /51: 19

yaitu:

         

Terjemahnya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian”32

32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 524
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Isi dari kandungan ayat ini menurut Kmeneterian Agama, bahwa orang-

orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dan

mereka juga menyadari bahwa pada segala harta benda yang  mereka mliki

sesungguhnya adalah ada hak yang seharusnya dikeluarkan, baik berupa Zakat

maupun sedekah, untuk orang miskin yang sedang meminta bantuan dan orang

miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.

2. Perlindungan Hukum Islam terhadap Anak

Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif

lebih mendalam ketimbang hukum konvesional pada umunya. Dalam hal

perlindungan anak, hukum positif terutama yang berlaku di Indonesia hanya

mengatur seputar pemeliharaan oarng tua terhadap anak, pengakuan anak,

pengesahan anak. Mengenai hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak

dijelaskan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks

Islam.

Kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak

merupakan titipan Allah swt. Kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai

“rahmatan lil alamin”. Adapun status tersebut pada dasarnya mengkhabarkan

tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus

diyakkini dan diamalkan. Allah telah menjamin dan menberikan kemudahan baik

berupa kelapangan rizki atau apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak.

Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara,
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melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya dengan

menentang Hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur’an.

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam mencakup sangat luas,

mulai dari hak yang besifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial.

Jika anak-anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, baik hukum Islam

maupun hukum Positif maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini.33

Kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh

penghormatan berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban.

Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan

haknya adalah memperoleh kasih ssayang. Beginilah cara Al-Qur’an dan hadis-

hadis menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua.34

3. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran menurut

Islam

Penelantaran yaitu mengalami gizi buruk, tidak mendapatkan hak-hak

nya sebagai seorang anak. Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana

kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan

hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk qishash dan diat

yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini dimaksud dengan hudud,

(b) ketentuan hukuman yang dibuat  oleh hakim melalui putusannya yang disebut

dengan hukuman ta’zir. Hukum publik dalam ajaram Islam adalah jinayah yang

memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam

33 Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, Vol. 14, Nomor 2,
2017, 20-24

34 Imran Siswandi, perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, Jurnal, Vol. XI,
No. 2, Sept-Jan 2011, 8
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jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Jarimah adalah perbuatan tindak

pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan

batas hukumanya di dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad swa. Lain

halnya jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi

pelakunya.35

B. Pandangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang

penelantaran anak

Penelantarana anak merupakan praktik melepas tanggung jawab dan

klaim atas keturunan dengan cara yang ilegal, yang disebabkan oleh banyak faktor

seperti fakktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. Adapun perlindungan anak

diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah

maupun Negara. Dalam pasal 20 undang-undang nomor 17 tahun 2016

menjelaskan  bahwa: Negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelanggaraan perlindungan

anak.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab hukum

dalam perspektif hukum pidana terhadap perlakuan salah dan penelantaran anak

oleh orang tua terutama Undang-Undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016

yaitu dalam rangka mencapai kepastian hukum, maka banyak bentuk tanggung

jawab orang tua terhadap perlakuan salah ataupun penelantaran anak dalam

perspektif hukum pidana dan paling terutama berdasarkan Undang-Undang

35 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11
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perlindungan anak adalah dengan cara  mendidik, menjaga, mengasuh dan

melindungi anak, menumbuh kembangkan segala kemampuan baik itu bakat

ataupun minatnya, mencegah terjadinya perkawinan di usia dini dan memberikan

pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang baik untuk anak. Sehingga

hak-hak anak bisa dilindungi sesuai dengan yang diamanatkan undang-Undang

Dasar tahun 1945 dengan merujuk pada konvensi hak anak.36

36 Irma Apriliani, Perlakuan salah dan penelantaran anak oleh orang tua dalam perspektif hukum
pidana, Vol. 13, No. 10, Mei 2019.
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BAB IV

SANKSI TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dan  Dasar  Hukum Sanksi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan jarimah atau

jinayah. Secara Etimologis jarimah bersal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan,

yang artinya “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan

terbatas pada “perbuatan doa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga

berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Secara Etimologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam

oleh Allah swt. Dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum postif jarimah

diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud

dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam

Qanun diancam dengan uqhubah hudud dan/atau takzir. Menurut Qanun No. 7

Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan

yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh
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syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan ‘uqhubah hudud, qisas, diyat

dan/atau takzir.37

Dalam tindak pidana pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan

guna penentuan hukumannya adalah Jarimah Ta’zir, karena dalam hukum Islam,

sanksi hukum pidana penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh

syara’ hal ini sesuai dengan pengertian jarimah ta’zir.

Secaraa terminologis takzir berasal dari kata ‘azar’ yang berarti

mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah

memberikan pengajaran (at-ta’did). Secara terminologis, takzir yaitu:

a. Menurut Sayid Sabid

Takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia

merupakan kebijakan pemerintah.

b. Menurut Muhammad Daud Ali

Jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya

ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (takzir=ajaran atau

pengajaran).

c. Menurut Rusdji Ali Muhammad

Takzir yaitu perbuatan pidaanaa yang jenis dan hukumannya tidak

ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman

hukumannya didasarkan pada ijma’ (konsensus) berkaitan dengan hak Negara

untuk menetapkan ketentuan umum dan mengukum semua perbuatan yang

37Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-2
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menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individu atau

masyarakat secara keseluruhan.

d. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum  jinayat

Takzir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang

bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tinggi dan/atau terendah.

e. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat

Takzir adalah jenis ‘uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun

yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau

terendah.

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang

tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada

keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau  terhadap perbuatan

yang dilarang  (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan

daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman takzir juga dapat

dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau

merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan

korupsi, dan lain-lain). Klasifikasi jarimah kepada hudud, qisash-diyat dan takzir

mempunyai beberapa urgenzi, di antaranya yaitu:

a. Dari segi pengampunan

Dalam jarimah takzir, Penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku

dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban

juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan

dengan hak pribadinya. Oleh karena itu jarimah-jarimah yang menyinggung
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hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak

menghapuskan hukuman sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi

pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada jarimah takzir dalam

mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

b. Dari segi kekuasaan hakim

Dalam jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan, maka hakim

tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi atau

dilebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda

pelaksanaannya. Dengan kata lain, kekuasaan hakim dalam jarimah hudud

terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan.

Pada jarimah qisash kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan

hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si

pelaku telah dapat dibuktikan. Namun apabila hukuman qisas itu dimaafkan

oleh korban atau keluarga korban, maka qisas tersebut tidak dapat

dilaksanakan , namun  diberi hukuman diyat. Apabila hukuman diyat juga di

maafkan, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman takzir.

c. Dari segi keadaan-keadaaan yang meringankan

Hukuman jarimah hudud dan qisas-diyat, bagaimana pun keadaan si

pelaku, tetap dilaksanakan tanpa dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada

jarimah takzir, keadaan di korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan

bisa memengaruhi berat ringannya hukuman.
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d. Dari segi alat pembuktian

Untuk jarimah hudud, dan qisas, syara’ menetapkan, jumlah sanksi telah

ditentukan. Dalam jarimah zina di perlukan empat orang sanksi yang

menyaksikan langsung terjadinya perbuatan tersebut. Untuk jarimah hudud

lain atau jarimah qisas ditentukan dua orang saksi. Untuk jarimah takzir

ditentukan seorang saksi saja.

Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, maka jarimah dibagi kepada:

a. Jarimah sengaja (jarimah maqshudah/dolus)

Yang dimaksud dengan jarimah sengaja menurut Abdul Qadir Audah

sebagaimana dikuti oleh mardani, ialah: pelaku tindak pidana dengan sengaja

melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa perbuatan itu

diharamkan. Atau dalam redaksi lain, jarimah sengaja adalah suatu jarimah

yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendak serta ia

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

b. Jarimah  tidak disengaja (jarimah gahiru maqshudah/colfus)

Yang dimaksud dengan jarimah tidak sengaja menurut Abdul Qadir

Audah sebagimana dikutip oleh Mardani yaitu pelaku tindak pidana ridak

sengaja mengerjakan perbuatan yang dilaranng, akan tetapi perbuatan tersebut

menjadi akibat kekeliurannya.

Kekeliuran itu ada dua jenis, yaitu:

1) Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah tetapi akibat

perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan seperti seseorang menembak

binatang buruan tetapi mengenai manusia.



49

2) Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama

sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.38

2. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran

kaidah sosial (Sudikno, 1986:9). Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar

seseorang menaati norma-norma yang berlaku (Kanter dan Sianturi, 1982:29).

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging)

dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan

undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma (Poernomo,

1993: 36). Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatann atau suatu

reeaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial

(Utrech, 1996: 20). Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat

dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari

pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap

tatanan lainnya (Arrasyid, 2000: 23). 39

Sedangkan dalam istilah pidana yang digunakan dalam KUHP karangan

Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam

KUHP karangann R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan semua akibat hukum

karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma

hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang

38 Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),  12-17
39 Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta:

Kencana, Prenada Media Group, 2011), 10
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dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah

sanksi perdata. Dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman

administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelangggaran hukum

pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.40

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana

yaitu bukanlah suatu hukum yang mengandung peraturan-peraturan (norma-

norma) yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran

dan kejahatan-kejahatan terhadap peraturan hukum yang mengenai kepentingan

umum.

Dasar hukum pidana adalah bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas

huukum tidak didasarkan atas kekuasaan. Hal ini sebagaimana Bunyi undang-

undang dasar 1945 BAB 1 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia

adalah Negara hukum”.41 Serta BAB XA tentang hak asai manusia pada pasal

28D ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”.

Atas dasar inilah Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang

berkuasa mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan

perlindungan atas kepentingan tiap orang dan agar tercapai kebahagiaan yang

merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasakan

kebahagiaan, tetapi seluruh penduduk Negara.

40 Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. 1, (Perpustakaan Naional: Katalog Dalam
Terbitan, 2014), 3

41 Redaksi Cmedia, UUD 1945 & Perubahannya, Cet. 1, (Jakarta: Cmedia, 2012), 3
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a. Dasar Hukum penelataran anak

Undang-undang menurut kamus bahasa Indonesia adalah ketentuan-

ketentuan dan peraturan-peraturan (seperti larangan, hukuman, dsb) yang dibuat

oleh pemerintah atau suatu Negara yang dipimpin oleh Kabinet, dan disetujui oleh

Parlemen dan di tanda tangani oleh kepala Negara.

Pemeliharaan atau perlindungan, diminta atau tidak diminta,

pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan

perlindungan adalah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman,

apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan

atau eksploitasi  terhadap lingkungannya.

Perlindungan anak pada suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban

masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya, maka

kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi

kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu

tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya

jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak  tersebut.

Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan perbuatan

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif,

yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian

hukum itu adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

anak. Pada undang-undang ini aturan hukum mengenai pemeliharaan

(perlindungan) anak sangatlah lengkap yaitu pada bab IV tentang kewajiban dan

tanggungg jawab baik oleh negara, masyaraakat, orang tua, dimulai dari pasal 20-
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25. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak

yang menjadi korban suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung

jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.

Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan,

karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada BAB III tentang hak dan kewajiban

anak pada pasal 4 hingga pasal 9 yaitu:42

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresisesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang
tua atau wali

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orangtuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tesebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanngan yang berlaku.

42Farhan, Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Taahun 2002
Tentang Perlindungan anak, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 50-52
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Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehataan dan jasmani sosial, sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya, sesuai dengan minat
dan bakat.

(1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari
yang kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukkan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.43

Regulasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 atas perubahan

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak karena Negara

telah menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seiring dengan pesatnya arus

globalisasi dan dampak negative dari perkembangan teknologi dan komunikasi,

kekerasan dan penelantaran terhadap anak khususnya berkaitan dengan kekerasan

seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah

diubah melalui Undang-Undang  Nomor 35 tahun 2014 tenntang perubahan atas

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang salah satu

perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap para

pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun Undang-Undang tersebut  belum

bisa menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh

sebab itu, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif

43Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU
RI NO. 35/2014, (Cet.1, Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 15-16
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dengan tidak hanya memberikan pemberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi

juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan

berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi

pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan

seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap para pelaku, dan mencegah

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, untuk itu Presiden telah menetapkan

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak pada tanggal 25 mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016

tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Pewakilan Rakyat unutk

kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang  perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Tujuan Sanksi

1. Tujuan Sanksi Menurut Hukum Islam

Tujuan hukum pada umunya adalah menegakkan keadilan berdasarkan

kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman

masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar
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dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari

Al-Qur’an Surah  An-nisa/4: 65 yaitu:

                  
           

Terjemahnya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Dalil hukum dari ayat Al-Qur’an di atas, dapat diketahui dan dipahami

bahwa Allah swt. Menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku

beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau

mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad saw.

Sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara

ummatnya.

Tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh

Allah dam Nabi Muhammad saw. Baik yang termuat di dalam Al-Qur’an maupun

yang terdapat di dalam Alhadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia

dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan

mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.

Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik

rohani maupun jasmani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud,

dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan Disepakati oleh asli hukum Islam

lainnya seperti yang  dikutip oleh  H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa,
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akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam dimaksud, dapat

dilihat dari dua aspek, yaitu 1) Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah swt dan

Nabi Muhammad saw. 2) Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum

Islam itu, Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pembuat hukum Islam (Allah swt. Dan Nabi Muhammad saw.)

Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia

yang bersifat primer, sekunder dan tersier (daruriyyat, hajiyyat, dan

tahsiniyyat). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia

dalam kehidupan sehaari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia

untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (ushul

al-fiqh).

b. Pelaku hukum manusia.

Tujuan hukum Islam adalah mencapai kehidupan manusia yang

bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang

tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan

Allah swt. Dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa

tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat

secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam amat

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan

syari’at pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan
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hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa

semata-mata dipelihara oleh ketentuan Hukum Islam.44

2. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dilihat dari unsur-unsur dalam hukum positif dan hukum Islam

diantaranya:

1) Dari segi pembuat hukum, hukum positif dibuat oleh badan yang berwajib

sebagai perwakilan masyarakat dimana hukum itu berlaku, sedangkan

dalam hukum Islam permbuat hukum (Al-hakim) yaitu Tuhan sendiri,

maka hukum merupaka titah/amanat Allah.

2) Dari segi subjek hukum, subjek hukum positif adalah setiap manusia atau

badan hukum yang ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara

pengurusnya. Sedangkan dalam hukum Islam, subjek hukum yaitu

mukallaf atau orang yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum untuk

bertindak hukum, dan mengenal dengan adanya badan hukum seperti

adanya baitul mal (lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus

menangani pendapatan maupun pengeluaran Negara).

3) Dari segi hakikat hukum, hukum positif hakikat hukumnya yaitu suatu

perintah dengan disertai sanksi. Sedangkan dalam hukum Islam

merupakan amanat Allah swt. Yang berisi taklif, tahyir (pilihan dan

penetapan).

4) Dari segi sumber hukum, hukum positif dibagi menjadi dua sumber,

materil yaitu materi-materi hukum berupa perilaku dan realitas yang ada

44 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11-14
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dalam masyarakat termasuk hukum adat. Formil adalah undang-undang,

kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin.45

Namun dari perbedaan hukum positif dan hukum Islam, adapula

persamaan dari kedua hukum tersebut yaitu bahwa hukum sebagai hubungan dan

penilaian dan pengkategorian perbuatan manusia kedalam hal baik atau tidak baik,

serta perintah.46

C. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak

1. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak Dalam Hukum Islam

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan

dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta’zir, Islam hanya mengemukakan

sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang

dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa

atau hakim. Akan tetapi, penguasa ataupun hakim tidak bisa menyalahgunakan

pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah

ta’zir.

Secara bahasa Ta’zir yaitu man’u warradda (mencegah dan menolak),

ta’diybu (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhailli. Ta’zir diartikan mencegah dan menolak

karena ia dapat mencegah perilaku agar tidak mengulangi perbuatanya. Ta’zir

diartikan mendidik karena ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki

45 Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hubungan dan Pandangan
Islam, Jurnal, Ed. Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, 159-160

46 Saifuddin Djazuli, Konsep Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif, Https://saifuddin
.Djazuli.com. Dipublikasikan 7 Februari 2014, diakses pada tanggal 9 maret 2020, 10
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perilaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan

menghentikannya.47

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan secara

umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk

masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk

masing-masing jarimah ta’zir, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-

beratnya.

Hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila dikehendaki oleh kemaslahatan

umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena

perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, malainkan karena sifatnya.

Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya ddiharamkan, dan apabila sifat

terssebut tidak ada maka perbuatannya mubah.

Penjatuhan hukuman taa,zir untuk kepentingan umum ini didasarkan

kepada tindakan Rasulullahh saw. Yang menahan seorang laki-laki yyang diduga

mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah saw.

Melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw. Tersebut adalah

bahwa penahanan merupakan hukuman ta’zir. Sedangkan hukuman hanya dapat

dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Dalam  uraian

tersebut, dapat diambil inntisari bahwa jarimah taa’zir dapat  dibagi  kepada tida

bagian, yaitu:

a. Ta’zir karena melakukan perbuatan  maksiat.

47 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 248
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b. Ta’zir  karena melakukan perbuatan yang  membahayakan kepentingan

umum.

c. Ta’zir  karena melakukan pelanggaran (mukhalafah).

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya ,  jarimahta’zir

dapat dibagi kepada dua bagiann, yaitu:

1) Jarimah  taa’zir yang  menyinggung  hak Allah

2) Jarimah ta’zir yang menyinggunng hak perorangan (individu)

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’zir yang menyinggung hak

Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dan kemaslahatan umum misalnya

membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat,

mencium wanita lain yang buka istri, penimbunan barang-barang pokok,

penyeludupan dan lain-lain.48

Jenis-jenis hukuman ta’zir adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman ta’zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang

bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta’zir tidak boleh ada

pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar

fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut

yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum

menghendakinya atau kerusakan dilakukan pelaku tidak bisa dihindari

kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada

mata-mata, penyeru bid’ah (pembuat fitnah), atau residevis yang berbahaya.

48 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),251-252
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Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan

hukuman ta’zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan

seluruhnya kepada hakim.

b. Hukuman cambuk

Merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman

yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta’zir. Dikalangan

fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tinggi hukumasn jilid dalam ta’zir.

Menurut pendapat yang dikenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi

diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta’zir didasarkan atas

kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

c. Hukuman Kawalan (penjara atau kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian

didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan

hukuman kawalan tidak terbatas.

1) Pertama, hukuman kawalan terbatas, batas terendah dari hukuman ini

adalah satu hari. Sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat.

Ulama Syafi’iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena

mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.

Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa

berdasarkan maslahat.

2) Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas, sudah disepakati bahwaa

hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini

tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau
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taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah

penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan

jarimah-jarimah yang berbahaya.

d. Hukuman  Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan

(hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi

hukuman ta’zir. Akan tetapi untuk jarimah ta’zir hukuman salib tidak

dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan di terhukum

disalib hidup-hidup dan tidal dilarang makan minum, tidak dilarang

mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat.

Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak  lebih dari tiga hari.

e. Hukuman Pengecualian

Hukuman pengecualian merupakan salah satu jenis hukuman ta’zir yang

disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan

hukuman pengecualian terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam

perang tabuk, yaitu Ka’bah Bin Malik, Miroroh Bin Rubai’ah dan Hilal Bin

Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa di ajak bicara.

f. Hukuman Ancaman, Teguran dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah atu hukuman ta’zir, dengan syarat

dapat akan membawa haasil dan bukan hanya ancaaman saja. Misalnya

dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang

lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran

bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan
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mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dillakuakn oleh Rasulullah

terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan

menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari’at

Islam dengan jalam memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup

membawa hasil

g. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari’at Islam sebagai hukuman.

Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonya,

hukumannya di denda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping

hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang

sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat

dijadikan hukuman ta’zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak

sependapat.49

Dasar hukum disyariatkannya ta’zir terdapat dalam hadis nabi Saw. Dan

tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu:

Artinya:

“dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw. Bersabda: “ringankanlah hukuman bagi
orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas peerbuatan mereka,
kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Dawud, Nasa’I dan Baihaqi).

49 Sudarto, Fikih Munakahat, Ed.  1,  Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), 280-283
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Dalam hadis diatas, mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir

yang bisa berbeda antaran satu dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status

mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.50

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ta’zir di terapkan

pada kejahatan penelantaran anak yang dikatakan sesuai dengan hukuman

penjaran dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut

sesuai dengan tujuan dari hukuman ta’zir yaitu bersifat mendidik dan

memperbaiki pelaku kejahatan penelantaran anak agar sadar akan perbuatannya

dan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

2. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak DalamUndang-Undang Nomor 17

Tahun 2016

Berdasarkan UUD 1945 pada BAB XA Pasal 28A yaitu: “setiap orang

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Serta dalam Pasal 28B ayat 2 yaitu: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”.51 Serta Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga mencantumkan Hak anak, namun dalam pelaksanaan kewajiban dan

tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara masih

memerlukan satu UU lagi sebagai landasan hukum yang mendasar guna

memberikan perlindungan bagi anak.

Landasan hukum tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun

2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

50 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),253
51 Redaksi Indonesia Tera, UUD 1945 dan Perubahnnya+Struktur Ketatanegaraan, Cet, 1,

(Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 7
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yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran  terhadap UU No. 17

Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

diatur dalam BAB XII tentang ketentuan pidana, yang berisikan 13 pasal 22 ayat,

dimulai  dari pasal 77-90.

Dalam kasus terjadinya penelantaran terhadap anak dimana hak-hak anak

untuk tumbuh kembang secara wajar, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan

Anak tidak terpenuhinnya disebabkan kelalaian, ketidakmengertian orang tua,

atau karena kesengajaan, dijelaskan dalam pasal 76B

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

Sanksinya secara jelas telah diatur dalam pasal 77B yaitu:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.52

Berdasarkan UU diatas dijelaskan sanksi pidana bagi pelaku penelantaran

anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika tidak ditegakkan

merupakan suatu pengingkaran hukum sebagai norma atau aturan umum, yang

tujuannya untuk menjamin kemaslahatan manusia.

52 Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO. 23/2002 & UU
RI NO. 35/2014, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 43
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya,

maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan umum penyebab terjadinya penelantaran anak

a. Masalah Ekonomi

b. Faktor lingkungan sosial

c. Faktor Perceraian

d. Kelahiran anak di luar nikah

e. Faktor permasalahan jiwa atau psikologis

f. Terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak

2. pandangan Hukum  Islam Terhadap Penelantaran  Anak

Penelantaran anak apapun itu alasanya adalah hal yang dilarang baik itu

secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Seperti yang

dijelaskan dalam Al-Qur’an surah At-Tahrim/66: 6 yang menjelaskan bahwa

pertama kali peliharalah diri sendiri dan keluarga dari api neraka, yang

didalamnya ada para malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah swt.

Dan mendorong agar perhatian utama orang tua kepada keluarga merupakan kunci

kesuksesan dalam membina rumah tangga. Dan selalu mengerjakan apa yang di

perintahkan Allah swt.
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3. Sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam dan

undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

a. Sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam telah diatur bahwa tindak pidana penelantaran anak

yaitu jarimah ta’zir, adapun Jenis-jenis hukuman ta’zir yaitu:

1) Hukuman mati

2) Hukuman cambuk

3) Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

4) Hukuman salib

5) Hukuman pengecualian

6) Hukuman ancaman, teguran dan peringatan

7) Hukuman denda

b. Sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut undang-undang nomor 35

tahun 2014 tentang perlindungan anak

Landasan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran

Anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 76B dengan sanksi pada pasal

77B.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, maka penyusun akan menyampaikan

poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi

terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, yaitu:
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1. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran mengenai

keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan umum dan pemikiran lain yang

positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak

melalui sosialisasi masyarakat yang berupa pengajian atau apapun.

2. Kepada seluruh masyarakat terkhusus orang tua harus ada peninngkatan

pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak.

3. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya perannya sebagai dalam menindak

pelaku penelantaran anak secara tegas sebagai efek jera bagi si pelaku, agar

tidak ada lagi kejadian yang terulang.
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